ABSTRAK
Mufliha Wijayati. Keadilan dan Kepasatian hukum Bagi Perempuan: Studi Hukum atas
Putusan Perceraian karena KDRT di Pengadilan Agama Wilayah PTA Bandar Lampung

Disertasi ini dilatarbelakangi oleh pengalaman perempuan yang menghadapi beberapa
hambatan personal, struktural, dan kultural ketika melakukan pengajuan gugatan perceraian
ke pengadilan agama karena alasan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Keterbatasan
literasi hukum, persolan psikologi, budaya patriarki, dan tantangan geografis, membuat
perempuan sulit untuk mendapatkan keadilan substantif dalam proses perceraiannya, padahal
negara menjamin setiap warganya untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum melalui
proses peradilan.

Kajian disertasi ini bertujuan untuk menguraikan pengalaman perempuan korban
kekerasan dan proses perceraiannya. Pengalaman perempuan, mulai dari bagaimana
menghadapi kekerasan, membawa persoalannya ke pengadilan, menjalani persidangan dan
bagaimana putusan pengadilan didapatkannya. Fragmen-fragmen dari pengalaman ini
memampukan pembaca untuk melihat bagaimana keadilan dan kepastian hukum diperoleh
oleh perempuan yang mengajukan gugatan perceraian karena adanya unsur KDRT.

Secara teoretik, kerangka teori yang digunakan adalah keadilan dan kepastian hukum
sebagai grand theory, didukung dengan teori hierarki norma hukum (stuffenbau) dan teori
penemuan hukum pada middle range theory, sementara pada tataran aplikatif, feminist legal
theory dan analisis gender digunakan untuk mendedah teks putusan dan proses berperkaranya.

Untuk kepentingan pengumpulan data, observasi dilakukan pada persidangan di dua
pengadilan agama Lampung, wawancara informan; perempuan yang mengalami kekerasan,
kepala desa, hakim, dan beberapa informan lain yang dianggap dapat memberikan data
mengenai fokus kajian. Inventarisasi hukum juga dilakukan terkait produk hukum mengenai
perceraian dan KDRT, dan secara spesifik mengkaji putusan di dua Pengadilan Agama
Wilayah Lampung: Metro dan Kalianda.

Hasil penelitian ini menunjukkan pada tiga hal; Pertama, secara normatif, pertemuan
antara tiga peraturan perundang-undangan yang mengatur perceraian dengan UU PKDRT ada
pada konteks alasan perceraian. KDRT sebagai alasan perceraian, secara substantif tidak
berdampak positif pada kedudukan korban KDRT dalam perkara perceraian. Tidak efektifnya
UU PKDRT dalam penyelesaian perkara perceraian terkendala oleh kompetensi absolut
Pengadilan Agama, pengetahuan hukum para pihak, dan keinginan untuk menyederhanakan
perceraian. Kedua, perempuan yang menggugat cerai berpeluang dianggap nusyuz dan
kehilangan hak-hak dalam perceraian. Selain itu, sebagian perempuan dalam persidangan
mengalami diskriminasi berupa kekerasan verbal, subordinasi dan stigmatisasi. Dalam
putusan, perempuan diposisikan sebagai pihak yang ‘kalah’ dengan hanya mendapat legalitas,
bahkan dijatuhi hukuman untuk turut menanggung nafkah anak. Ketiga, dalam perspektif
keadilan hukum, proses perceraian di Pengadilan Agama telah memberikan kepastian hukum
atas status perceraian dan penegakan keadilan formal-prosedural, namun keadilan substantif
yang mempertimbangkan pengalaman khas dan hak-hak perempuan sebagai korban belum
mewujud.

Disertasi ini berkontribusi pada tiga hal; (1) Literasi baru terhadap konstruksi
peraturan perundang-undangan yang mengatur perceraian dan KDRT yang tampak netral,
namun dengan pembacaan feminist legal theory peraturan ini berpeluang mendiskriminasi
perempuan. (2) Memberi satu jalan baru kepada para hakim untuk lebih sensitif terhadap nilai-
nilai keadilan dengan mempertimbangkan pengalaman biologis dan sosial perempuan; (3) Best
practice bahwa masyarakat di dua wilayah penelitian ini masih sangat percaya dengan kepala
desa dan tokoh agama yang sebagian besar adalah laki-laki. Maka pelibatan laki-laki dalam
upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menjadi sangat penting dan strategis.
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ABSTRACT
Mufliha Wijayati. Justice and Legal Certainty for Women Legal Study On Divorce
Decision Due To Domestic Violence Of The Religious Courts In Lampung)

The background of this thesis is about women’s experinces facing the personal,
structural, and cultural obstacles to file the divorce procces due to domestic violence in
religious court. These obstacles are barrier for women to access substantive justice in
divorce process. Whereas, the State guarantees all citizen to obtain justice and legal
certainty through the judicial process, which in this context is trial procces for divorce.

This study seeks to examine domestic violence victims’ experiences who filed a
divorce lawsuit to the Religious Courts in Lampung. Women’s experiences dealing with
domestic violence, bringing the cases before the court, facing trial process and receiving
the decision. Fragments of this experience enable readers to see how justice and legal
certainty are acquired by women filling a divorce due to domestic violence.

Theoretically, in this study | utilized the theory of justice and legal certainty as a
grand theory, supported by the theory of the hierarchy of legal norms (Stuffenbau) and the
theory of legal discovery in middle range theory, while on the applicative level, feminist
Legal theory and gender analysis were used to desect the text of decision and its process.

For this aims, | attended trial observations, interviewed several informants:
women, village heads, judges, and inventoryed relevant legal products, particulary
decisions in two Religious Courts: Metro and Kalianda.

Based on the analysis, | argue that; first, at the level of legal implementation, the
relationship between the three statutory regulations governing divorce; Marriage act,
Religious Act, and Compilation of Islamic Law, with the Domestic Violence turns
precisely on the context of divorce reasons. Domestic violence as the reason for divorce,
in some cases, is not positively impacted by the position of domestic violence victims in
the case of divorce. Ineffectiveness of domestic violence Act in the settlement of divorce
is constrained by the absolute competence of religious Court, the lack of legal knowledge
of the parties, and the desire to simplify the divorce process. Second, Woman initiating
divorce has chance to be considered as a nusyuz and loses some legal rights in divorce. In
the trial process, some women experienced discrimination in the form of violence (verbal),
subordination, and stereotyping. Likewise in the decisions, women are positioned as
'losing' parties by only obtaining legality, or even sentenced to the costs of children's
education. Third, in the perspective of legal justice, the divorce process in a religious court
is providing legal certainty over the status of women as a divorced person, or merely
enforcing formal-procedural justice, while substantive justice that considers the distinctive
women’s experiences and their rights as victims have not yet realized.

Academically and practically, this study contributes (1) As a new literacy to the
construction of legislation governing divorce and domestic violence that seemed neutral,
but by a feminist legal theory perspective, this regulation has a chance to discriminate
against women. (2) Give a new path to the judges to be more sensitive to the values of
justice (gender) by considering the biological and social experience of women; (3) The
best practice that the community in these two research areas is still strongly believed in the
village head and religious figures, are mostly men. Thus the involvement of men in the
effort to remove domestic violence is very important and strategic.
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